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ABSTRAK 
 
Feiby Valentine Wijaya (B111 13 073), Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks).” Di bawah 
bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Ibu Haeranah 
selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang 
tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan 
penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi 
dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 
kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan 
atas permasalahan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum 
terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, 
maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika 
pelaku tindak pidana kekerasan adalah anak, maka diterapkan UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Penerapan hukum 
pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak Perkara Pidana Nomor 
37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah sesuai, sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap 
terdakwa anak selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Maros 
sudah tepat. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi 
rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan 
apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
Feiby Valentine Wijaya (B111 13 073), Faculty of Law Hasanuddin 
University, “Juridical Analysis Against Child Abuse Crime Committed by 
Children (A Case Study of Verdict No.37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks).” 
Supervised by Andi Sofyan and Haeranah.  
This study aims to determine the legal arrangements concerning 
crimes of violence against children that are committed by children and the 
application of substantive law against crimes of violence against children that 
are committed by children in Verdict No.37/Pid.Sus-Anak/2016 /PN.M2ks. 
This research was conducted in selected institution related to the case, 
Makassar District Court. Data collection methods used were interviews and 
documentation study. Furthermore, the data were analyzed by descriptive 
qualitative that express the expected results and conclusions regarding the 
issue. 
The results of this study indicate that 1) The legal arrangements for the 
criminal act of violence has been provided in general in the Code of Penal 
(Penal Code/KUHP). However, if the victim is a child, the provisions on the 
matter more specifically regulated in Law No. 35 of 2014 on the Amendment 
of the Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Furthermore, if the perpetrator 
of violence is a child, then the provisions adopted Act No. 11 Year 2012 on 
Child Criminal Justice System. 2) The application of material criminal law 
against perpetrators of crimes of violence against children which resulted in 
severe injuries done by children Criminal Case No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/ 
PN.Mks been appropriate, as stipulated and punishable under Article 80 
paragraph ( 2) Law No. 35 of 2014 on the Amendment of the Act No.23 of 
2002 on Child Protection. Legal considerations of judges in imposing 
imprisonment against the accused child for 2 (two) years and 4 (four) months 
in LPKA Maros was appropriate. The judge had been considering the aspects 
of judicial and non-judicial in decisions making, so that the imposition of 
punishment against the defendant considered already have sense of fairness 
for all parties. 
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Bab I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal 
ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara 
Indonesia adalah negara hukum.”1 
Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua 
anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada 
aturan hukum yang berlaku. 
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 
orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk 
mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam 
masyarakat.  
Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai 
kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi 
kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur 
                                                          
1 Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945, CV. Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.  
 
 
oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan 
masyarakat.2  
Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga 
secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam 
upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.  
Dalam tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud 
didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak 
masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, 
fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik 
dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan 
hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku manusiapun menjadi semakin 
menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu 
pelanggaran bahkan kejahatan. 
Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan 
bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut 
                                                          
2 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3. 
 
 
disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang 
dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan 
yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat 
dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan. Kekerasan 
merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 
seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. 
Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah 
seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, 
faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah 
menjadi pelaku dalam tindak pidana ini.  
Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara 
hukum, Indonesia akan menindaklanjuti perbuatan anak tersebut melalui 
jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat 
mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, 
karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan 
estafet kepemimpian bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul 
tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan 
kembang anak tersebut.  
Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dikatakan bahwa: 
 
 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan 
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran 
strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh 
karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 
perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi.3 
 
Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”4  
Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan 
dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak 
normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami 
situasi sulit yang dapat membuatnya melakukan tindakan yang melanggar 
hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak 
untuk dihukum apalagi dimasukkan ke dalam penjara. Karena keberadaan 
anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan yang ditempatkan 
bersama-sama dengan orang yang lebih dewasa akan menempatkan 
                                                          
3 M. Nasir Djamil, 2013, ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.  
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, op.cit., hlm. 21. 
 
 
anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak 
kekerasan.5  
Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan 
sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin 
serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian 
integral dalam upaya tersebut.  
Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan mengenai anak yang 
berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam 
rangka melindungi hak-hak anak agar mampu menjadi sumber daya 
manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.  
Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini 
dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini 
dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan 
lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara 
komperehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
                                                          
5 M. Nasir Djamil, op.cit., hlm. 1. 
 
 
Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar 
dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan 
kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan 
hukum. Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir, sehingga 
dalam pelaksanaannya Undang-Undang baru ini lebih mengedepankan 
model restorative justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, yakni perlu 
didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah satunya adalah dengan 
cara diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini menjadi 
jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. 
Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak 
yang berkonflik dengan hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, 
sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.6 
Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang 
setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan agar hukum benar-benar 
ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun, selain itu, 
aparat penegak hukum juga harus memperhatian pertimbangan-
pertimbangan lain yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan sanksi 
ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Karena sanksi bukan 
saja diharapkan memberikan efek jera terhadap anak sebagai pelaku 
tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah 
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orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga harus 
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seperti tujuan dari 
dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi 
Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.)”  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak? 
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam 
Putusan No. 37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak. 
 
 
2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap 
perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan 
oleh Anak dalam Putusan No. 37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks. 
  
D. Kegunaan Penelitian 
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 
para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana. 
2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum 
dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan 
khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu 
“mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; 
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sabagainya).”7  
Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari 
segi hukum..8  
Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari 
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)  menurut hukum 
atau dari segi hukum. 
  
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
                                                          
7 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, hlm. 1470. 
8 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651. 
 
 
Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang 
menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu 
delictum. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah delict. 
Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
digunakan di Indonesia, bersumber dari Wetboek van Strafrecht 
Netherland, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah 
strafbaar feit  untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 
pidana. 
Istilah strafbaar feit, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan 
feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 
dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa 
yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. 9 
Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan strafbaar 
feit menurut pandangannya masing-masing.  
Simons merumuskan, “strafbaar feit adalah kelakuan yang 
diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung 
dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab.” 10  
                                                          
9 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19. 
10 E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia 
Grafika, Jakarta, hlm.205. 
 
 
Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, "strafbaar feit itu 
adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, 
bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan 
kesalahan.”11 
Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari 
buku karya Lamintang, sebagai: 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.12 
 
Sementara Jonkers merumuskan bahwa: 
Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai 
“suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” 13 
 
Istilah strafbaar feit setelah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli 
hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula. 
Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, 
perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik. 
                                                          
11 Ibid. 
12 Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34. 
13 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & 
Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72. 
 
 
Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, 
karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (andelen) 
atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan) atau met doen, 
negative / maupun akibatnya.”14 
Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena 
menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, 
contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan 
hukum.”15  
Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa: 
a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu 
kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang 
artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan 
ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 
b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 
pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang 
erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) 
dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan 
erat pula. 
c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka 
lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian 
abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : 
pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua 
adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian 
itu.16 
 
Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
                                                          
14 Amir Ilyas, op.cit., hlm.22 
15 S.R. Sianturi, op.cit., hlm.207. 
16 Moeljatno, 2009,  Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58-60. 
 
 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”17 
H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh 
dihukum. 
S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam 
memberikan perumusannya sebagai berikut: 
Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab).18 
 
Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah 
delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).” 19 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, 
apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang 
mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana 
tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah 
unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, 
                                                          
17 Ibid., hlm.55.  
18 S. R. Sianturi., op.cit., hlm.211. 
19 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72. 
 
 
yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si 
pelaku itu harus dilakukan.20 
Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, 
antara lain: 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Melawan hukum; 
d. Dilakukan dengan kesalahan; dan 
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.21  
 
Menurut  Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan 
pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).22 
 
Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat 
hal-hal seperti dibawah ini: 
a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia. 
b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan. 
c. Diadakan tindakan hukuman.23 
 
C. Tindak Pidana Kekerasan  
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan 
                                                          
20 Amir Ilyas, op.cit., hlm.45. 
21 Tongat, 2010,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, 
Malang, hlm. 105. 
22 Moeljatno, op.cit., hlm. 57. 
23 R. Tresna, 1990, Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20.  
 
 
Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: 
“bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 
kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai 
paksaan.”24  
Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa 
yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP 
disebutkan bahwa:  
Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan 
melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat orang jadi 
pingsan atau tidak berdaya (lemah).25 
 
Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat 
atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak 
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya 
itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. 26 
Pengertian kekerasan dalam konteks anak yang berhadapan 
dengan hukum menurut Pasal 1 angka 16 dalam Undang-Undang 
                                                          
24 kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul. 08.50 WITA. 
25 R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.98. 
26 Ibid. 
 
 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
berarti:   
Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 
melawan hukum.27 
 
Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang 
dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah “kejahatan kekerasan 
yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan 
kekerasan.”28 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan 
Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam 
KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi 
kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut: 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP) 
b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP) 
c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 
365 KUHP) 
d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP) 
                                                          
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3. 
28 Mulyana W. Kusuma, 1984, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan, Armico, Bandung, hlm.24. 
 
 
e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena 
kealpaan (Pasal 359-367 KUHP) 
 
D. Tindak Pidana Penganiayaan 
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 
Di dalam KUHP, penganiayaan merupakan istilah yang dipakai 
untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, Undang-Undang tidak 
memberikan ketentuan yang jelas mengenai apa yang dimaksud 
dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, 
yang diartikan penganiayaan yaitu “dengan sengaja menyebabkan 
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.”29 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan 
adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang.” Pengertian yang dimuat 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti 
luas, yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan 
penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang 
berkenaan dengan tubuh manusia.30 
Pada dasarnya pengertian penganiayaan memang tidak dimuat 
dalam KUHP, namun ada beberapa penjelasan yang dapat dijadikan 
                                                          
29 R. Susilo, op.cit., hlm. 245. 
30 Leden Marpaung, 2005, TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH (Pemberantasan dan 
prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5. 
 
 
acuan untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan, 
yaitu dari segi tata bahasa dan pendapat para ahli. 
a. Pengertian menurut Tata Bahasa 
Penganiayaan berasal dari kata “aniaya”. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI), kata “aniaya” diartikan sebagai 
perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sedangkan 
makna penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-
wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).31 
b. Pengertian menurut Para Ahli 
Menurut M. H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah:  
Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. 
Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka 
pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan 
kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan 
badan.32 
 
Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah: 
Memberikan perasaan tidak enak kepada seseorang seperti 
mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit seperti 
menyubit atau memukul, membuat luka misalnya mengiris atau 
menusuk dengan pisau, dan merusak kesehatan seperti 
membiarkan orang sakit. Semuanya itu harus dilakukan dengan 
sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati 
batas yang diizinkan.33 
 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan 
                                                          
31 kbbi.web.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 09.19 WITA. 
32 Leden Marpaung, op.cit., hlm.5. 
33 R. Susilo, Loc.cit. 
 
 
Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat 
digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:34 
a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 
Pasal 351 KUHP, merumuskan: 
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500,-. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Pasal 352 KUHP, merumuskan: 
(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, 
maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan 
untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan 
ringan,dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah 
dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap 
orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah 
perintahnya.  
(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Pasal 353 KUHP, merumuskan: 
(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
                                                          
34 R. Susilo, op.cit., hlm. 244-247. 
 
 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum 
penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
 
d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Pasal 354 KUHP, merumuskan: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum 
karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah 
dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
 
e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Pasal 355 KUHP, merumuskan: 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah 
dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas 
Tertentu (Pasal 356 KUHP) 
 
Pasal 356 KUHP, merumuskan: 
Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 
dapat ditambah dengan sepertiganya: 
Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, 
bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.  
Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri 
pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. 
Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang 
merusakkan jiwa atau kesehatan orang. 
 
E. Kekerasan Terhadap Anak 
Dalam hal jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat 
dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
 
 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.  
Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap 
anak dapat dihukum berdasarkan: 
Pasal 76C 
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap 
Anak.  
 
Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
 
Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan dalam 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut 
berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana 
adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
kepadanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana 
 
 
penjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 
81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak.  
F. Anak 
1. Pengertian Anak 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 
keturunan kedua; manusia yang masih kecil.35  
Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, “anak adalah potensi serta penerus cita-cita 
bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi 
sebelumnya”.36 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa:  
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan 
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan 
perlindungan dalam rangka  menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, 
selaras, dan seimbang.37 
 
Jika dilihat berdasarkan batasan usia, ada beberapa peraturan 
perundang-undangan yang menguraikan definisi anak, yaitu: 
                                                          
35 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35. 
36 Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
37 Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
 
 
a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak mendifinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 
berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin. 
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah 
kawin.  
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk 
menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan 
istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 
 
 
maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan.38 
 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah 
“anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.39 
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut 
langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. 
Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan 
dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang 
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, 
baik rohani, jasmani, maupun sosial.  
Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah 
“hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-
benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”40 
                                                          
38 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.   
39 Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
40 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 53. 
 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak 
adalah: 
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- 
haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.41 
 
Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk 
melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya.  
Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik 
kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar 
hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana, berdasarkan 
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan 
Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban untuk memperhatikan aspek perlindungan terhadap diri 
anak. 
Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap 
anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak 
asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya 
                                                          
41 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
 
 
dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, 
bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, 
serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa 
anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan 
kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka 
serta pelanggaran yang dilakukan.42  
 
G. Pidana dan Pemidanaan  
1. Pengertian Pemidanaan 
Istilah pidana adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman 
yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah umum yaitu 
straf. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum 
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.43 
Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum 
pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).44 
Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman 
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
                                                          
42 Maidin Gultom, op.cit., hlm. 42. 
43 Adami Chazawi, op.cit., hlm. 24 
44 Ibid.  
 
 
Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 
tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah 
berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan 
disebut terpidana.  
Tujuan mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum 
pidana (strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk 
kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara 
juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat 
untuk melanggar hukum pidana. 
2. Teori-teori Pemidanaan 
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, 
yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori 
tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.45 
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini 
antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Flat justitia ruat 
coelom” yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat, namun 
penjahat terakhir harus menjalankan pidananya.46 
                                                          
45 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 
141-145. 
46 A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 142. 
 
 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua 
macam, yaitu: 
1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 
masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus 
dibalas dengan pidana yang merupakan suatu banana atau 
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang 
diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. 
2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian 
atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan 
yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya 
dijatuhi pidana yang ringan.47 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum pidana 
adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk 
perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. 
Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa 
mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van 
Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan 
                                                          
47 Ibid. 
 
 
ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 
penjatuhan pidana kepada si penjahat.48  
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak 
pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif 
ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik 
kembali.49 
c. Teori Gabungan 
Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, 
muncul teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya 
yang disebut dengan teori gabungan.  
Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan 
bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat 
tetapi juga untuk memperbaiki penjahat.  
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku 
kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan pembinaan 
dan pendidikan.50 
3. Jenis-jenis Pidana 
                                                          
48 Samidjo, 1985, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, hlm. 153. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan 
jenis-jenis pidana dalam Pasal 10. Bentuk pidana dibedakan menjadi 
dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri 
dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis 
pidana. 
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan.  
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok, terdiri atas: 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Pidana kurungan 
4) Pidana denda 
b. Pidana Tambahan, terdiri atas: 
1) Pencabutan beberapa hak tertentu 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman putusan Hakim 
Berbeda halnya dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang 
dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V 
 
 
tentang Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 69 sampai dengan 
Pasal 83, yang merumuskan: 
a. Pidana Pokok, terdiri atas: 
1) Pidana peringatan 
Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak 
mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak 
hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai 
ke meja pengadilan. 
2) Pidana bersyarat 
Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam 
hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun. 
Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, 
ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus. Syarat 
umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan 
syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan 
hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. 
a) Pembinaan di Luar Lembaga 
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di 
luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan 
ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat 
berupa keharusan untuk: 
 
 
- Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang 
dilakukan oleh pejabat pembina. 
- Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau 
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, 
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 
Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus 
diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim 
pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang 
lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa 
pembinaan yang belum dilaksanakan. 
b) Pelayanan masyarakat 
Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu 
pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga 
kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat 
misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim 
piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor 
kelurahan. 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang 
dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan 
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 
Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban 
dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa 
 
 
alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat 
mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk 
memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau 
sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan 
terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak 
dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam. 
c) Pengawasan 
Pidana pengawasan adalah pidana yang  khusus 
dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan 
oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam 
kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian 
bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat 
dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan 
paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana 
pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan 
penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing 
Kemsayarakatan. 
3) Pelatihan Kerja 
Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang 
melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. 
Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai 
 
 
latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau 
sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada 
anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun. 
4) Pembinaan  
Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat 
pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, 
baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam 
lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak 
membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam 
lembaga dilakukan palinh singkat 3 bulan dan paling lama 24 
bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang 
telah menjalani ½ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga 
dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
5) Penjara  
Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak 
melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai 
dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan 
bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap 
anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang 
 
 
diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan 
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah 
maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya. 
Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP 
berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan 
masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam 
hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak 
paling lama ½ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. 
Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun. 
Apabila anak sudah menjalani ½ dari lamanya pembinaan di 
LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas 
ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap 
anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang 
ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak 
merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 
 
 
atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang 
dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun. 
b. Pidana Tambahan, terdiri atas: 
Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, berupa: 
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 
Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari 
tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang 
keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan 
negara. Sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah 
laptop, laptop tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk 
membeli handphone baru, maka barang yang dapat dirampas 
adalah handphone yang dibeli oleh pelaku tindak pidana. 
2) Pemenuhan kewajiban adat 
Yang dimaksud kewajiban adat adalah denda atau tindakan 
yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang 
tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak 
membahayakan mental dan fisik anak. 
c. Tindakan 
Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau 
tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana 
 
 
tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 
dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap 
anak dapat berupa: 
1) Pengembalian kepada orang tua / wali. 
2) Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang 
adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap 
cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh Hakim 
serta dipercaya oleh anak. 
3) Perawatan di rumah sakit jiwa. tindakan ini diberikan kepada 
anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita 
gangguan jiwa atau penyakit jiwa. 
4) Perawatan di LPKS. 
5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. 
6) Pencabutan surat izin mengemudi.   
7) Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud disini misalnya 
memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana 
dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadi tindak 
pidana. 
H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
1. Pertimbangan Yuridis 
 
 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan.  
a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan 
pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.  
Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan 
pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik 
tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan 
berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada 
tindak pidana lain. 
1) Dasar pemberatan pidana umum 
a) Dasar pemberatan karena jabatan. 
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP 
yang dirumuskan sebagai berikut: 
Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang 
 
 
diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya 
ditambah sepertiga.51 
 
b) Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera 
kebangsaan. 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana pada waktu 
melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan 
Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat 
ditambah sepertiga.”52 
c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, 
Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang 
diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan 
pada recidive yang ditentukan lain diluar kelompok tindak 
pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas 
juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari 
ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya 
menyebut ditambah lamanya saja, melainkan seperti dari 6 
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52 Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 
 
(enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan 
sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya 
dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 
495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2). 
2) Dasar pemberatan pidana khusus 
Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui 
atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang 
bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak 
pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya 
berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya 
alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat 
terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 
363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan 
bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 
KUHP. 
b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
1) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum 
a) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah 
mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) 
 
 
tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang 
dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari 
maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang 
dewasa. 
b) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. 
Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang 
bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang 
mencoba itu atau orang yang membantu  hanya mengambil 
sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana 
tertentu. 
2) Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus 
Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar 
peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak 
pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk 
segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian 
ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
 
 
Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan 
bahwa dalam pemidanaan Hakim juga wajib mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4. Sikap batin membuat tindak pidana; 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  pelaku; 
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku; 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban 
atau keluarga.53 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis 
mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 
37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks), maka penulis melakukan penelitian di 
kantor Pengadilan Negeri Makassar yang berlokadi di Jalan R. A. Kartini 
No. 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 
dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan 
wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait 
untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh 
penulis. 
2. Data Sekunder 
 
 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokume- 
dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan 
Pengadilan Negeri Makassar, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang 
berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas. 
 
C. Teknik Pengolahan Data 
Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan 2 (dua) metode, 
yaitu : 
1. Wawancara (interview) 
Penulis mengadakan tanya-jawab / wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
2. Studi Dokumen 
Penulis menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan 
penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku, makalah, serta termasuk data yang 
bersumber dari Pengadilan Negeri Makassar yang tentunya berkaitan 
dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti 
 
 
mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan 
mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap 
Anak yang Dilakukan oleh Anak 
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan 
oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah 
didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. 
Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah 
laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan 
untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam 
masyarakat.  
Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan 
mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam 
Undang-Undang khusus. Sebelum melihat aturan yang mengatur tentang 
tindak pidana kekerasan, terlebih dahulu Penulis menerangkan pengertian 
kekerasan. 
 
 
Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang 
dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan 
bahwa:  
Yang disamakan melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, 
misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan 
dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah : membuat 
orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).54 
 
Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 KUHP berarti tidak ingat 
atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak 
mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak berdaya itu 
masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. 
Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam 
KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi 
kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut : 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP) 
b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP) 
c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 
KUHP) 
d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP) 
                                                          
54 R.Susilo, Loc.cit., hlm. 98. 
 
 
e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan 
(Pasal 359-367 KUHP) 
Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan disini 
tergolong dalam kualifikasi kejahatan penganiayaan. Penganiayaan 
merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. 
Namun undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang 
diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut 
yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.55 
Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 
351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan 
menjadi 5 jenis, yaitu: 
1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) 
Pasal 351 KUHP, merumuskan : 
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 4.500,-. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
                                                          
55 R. Susilo, 1995. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, Politeia, hlm. 245. 
 
 
Adapun unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah: 
a) Unsur kesengajaan 
b) Unsur perbuatan 
c) Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada 
tubuh, dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) 
KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa atau 
tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana 
penganiayaan tersebut. 
Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan 
unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1), hanya saja 
perbedaannya terletak pada akibatnya. Timbulnya luka berat dalam 
Pasal 351 ayat (2) bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan 
yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. 
Sebab jika luka berat itu menjadi tujuan pelaku, maka yang terjadi 
bukan lagi penganiayaan biasa, melainkan penganiayaan yang 
mengakibatkan luka berat yakni yang diatur dalam Pasal 353 
KUHP.  
Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) juga hampir sama 
dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1), 
perbedaannya terletak pada akibatnya. Dalam Pasal 351 ayat (3), 
akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang. Namun akibat 
 
 
kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. 
Dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa tujuan yang dituju oleh 
pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh 
saja. 
Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan 
penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut 
berupa rusaknya kesehatan dari korban yang merupakan akibat 
yang dikehendaki oleh pelakunya. Unsur rusaknya kesehatan yang 
dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur 
rasa sakit dan luka tubuh yang menjadi penganiayaan biasa dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP. Merusak kesehatan yang dimaksud 
dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP mempunyai makna lain dari makna 
dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau 
luka tubuh. 
2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) 
Pasal 352 KUHP, merumuskan : 
(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, 
maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan 
untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan 
ringan,dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- . Hukuman ini boleh ditambah 
dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap 
orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah 
perintahnya.  
(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
 
 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 352 KUHP diatas, maka yang 
dimaksud penganiayaan disini adalah penganiayaan yang tidak 
termasuk dalam : 
a) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) 
b) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi 
tertentu (Pasal 356 KUHP) 
c) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian.  
Jadi ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP mengandung pemahaman bahwa penganiayaan yang tidak 
menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
pencaharian yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak 
mempunyai kualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 
KUHP bukanlah merupakan penganiayaan biasa yang diatur dalam 
Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi termasuk pada penganiayaan 
ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. 
3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP) 
Pasal 353 KUHP, merumuskan : 
(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih 
dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum 
penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
 
 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 353 KUHP diatas maka tersimpul 
bahwa, pada Pasal 353 ayat (1) KUHP diatur bahwa penganiayaan 
berencana ini tidak menimbulkan luka berat atau kematian, sama 
halnya dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 
ayat (1) KUHP. Maka unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP 
sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (1), namun dalam 
Pasal 353 ayat (1) KUHP di tambahkan unsur adanya perencanaan 
terlebih dahulu. Dengan demikian, jenis penganiayaan dalam Pasal 
353 ayat (1) KUHP ini adalah penganiayaan biasa yang 
menimbulkan rasa sakit atau tubuh yang dilakukan dengan 
berencana. 
Unsur pada Pasal 353 ayat (2) KUHP, memiliki unsur yang 
sama dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP, hanya saja perbedaannya 
terletak pada akibatnya. Pasal 353 ayat (2) KUHP  mensyaratkan 
adanya luka berat yang ditimbulkan akibat penganiayaan 
berencana tersebut. Namun luka berat tersebut bukanlah tujuan 
yang dikehendaki oleh pelaku.  
Unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (3) juga hampir sama 
dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 353 ayat (1), 
perbedaannya terletak pada akibatnya. Dalam Pasal 353 ayat (3), 
 
 
akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang. Akibat mati 
bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. 
4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) 
Pasal 354 KUHP, merumuskan: 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum 
karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-
lamanya delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah 
dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun. 
 
Adapun unsur-unsur yang termuat dalam tindak penganiayaan 
berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP diatas, yaitu : 
a. Unsur barangsiapa 
b. Unsur kesengajaan (kesalahan)  
c. Unsur melukai berat (perbuatan) 
d. Unsur tubuh orang lain 
e. Unsur akibat yang berupa luka berat. 
Dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud 
dan tujuan dari pelaku yaitu bahwa pelaku memang menghendaki 
terjadinya luka berat pada korban.  
Sedangkan pada Pasal 354 ayat (2) KUHP penganiayaan berat 
yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah akibat yang 
dikehendaki oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya 
luka berat. Dalam tindak pidana ini harus dapat dibuktikan bahwa 
pelaku tidak mempunyai kesengajaan menimbulkan kematian, baik 
 
 
kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan, atau sebagai 
kepastian. 
5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) 
Pasal 355 KUHP, merumuskan: 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun. 
(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah 
dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
 
Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara 
penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana . 
Jenis penganiayaan dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP sering 
disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam 
penganiayaan ini luka berat haruslah benar-benar dibuktikan dan 
merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus 
direncanakan. 
Sedangkan dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, jenis 
penganiayaan berat berencana ini mengakibatkan matinya orang. 
Namun kematian orang ini bukanlah akibat yang dikehendaki dan 
direncanakan pelaku.  
6) Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu 
(Pasal 356 KUHP) 
Pasal 356 KUHP, merumuskan : 
Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 
dapat ditambah dengan sepertiganya : 
 
 
Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, 
bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.  
Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri 
pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. 
Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang 
merusakkan jiwa atau kesehatan orang. 
 
Dapat disimpulkan bahwa Pasal 356 KUHP merupakan 
ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan dengan 
memperhatikan kualitas korban dan cara atau modus 
penganiayaannya. 
Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan 
ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa. 
Namun jika korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas 
lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa hukum 
yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang 
bersifat umum (lex generalis), maka ada peraturan lebih khusus mengenai 
tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam: 
Pasal 76C 
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut 
serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.  
 
Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 
(tujuh puluh dua juta rupiah). 
 
 
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka 
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan 
penganiayaan tersebut Orang Tuanya. 
 
Ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut 
berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana 
penjara jika pelakunya adalah “anak”  disebutkan paling lama setengah 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan 
Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/Mks 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.  
 
 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan 
oleh anak dalam Putusan Nomor 37/ Pid-Sus-Anak/2016/Mks, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu poisis kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut: 
1. Posisi Kasus 
Kasus kekerasan terhadap anak yang penulis teliti ini terjadi pada 
hari Jumat tanggal 6 November tahun 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, 
bertempat di Jalan Permandian Alam Barombong Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan penjual bakso Sidomulyo. 
Bermula ketika NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI 
(terdakwa) hendak membeli makanan, namun sebelum sampai di 
penjual makanan, terdakwa bertemu dengan anak MUHAMMAD DIKI 
BASIR alias DIKI kemudian DIKI mengajak terdakwa untuk jalan-jalan 
dan terdakwa kemudian mengikuti ajakan tersebut dan melaju menuju 
ke sekitar penjual bakso Sidomulyo.  
Ketika sampai ditempat tersebut, kedua anak melihat MUH. FIQRI 
AGUSNI sementara duduk dan anak DIKI mengatakan “KALAU 
LEWATKA DISITU SERINGKA NALIAT-LIAT ITU YANG DUDUK 
TADI, NAMANYA FIQRI, IYO MENDING KITA BUSURMI SAJA ADAJI 
BUSURKU KARENA BENCIKU ITU YANG DUDUK, JELEK SAYA 
LIHAT” ; 
Setelah itu kedua anak meninggalkan tempat tersebut, anak DIKI 
kemudian membawa terdakwa ketempat yang tidak jauh dari tempat 
penjual makanan yang sebelumnya lalu kemudian anak DIKI pergi 
menemui MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA untuk 
meminta bantuan. DAENG ROLApun menyetujuinya. Kemudian anak 
DIKI berangkat berboncengan dengan DAENG ROLA namun tepat di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong anak DIKI, berhenti dan 
menyuruh DAENG ROLA menunggunya. 
Kemudian anak DIKI lalu menjemput terdakwa dan setelah itu 
kembali menjemput DAENG ROLA yang sebelumnya menunggu di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong.  
 
 
Selanjutnya DAENG ROLA mengendarai sepeda motor itu dan  
berboncengan tiga bersama terdakwa dan anak DIKI, lalu ketiganya 
menuju ke tempat dimana korban nongkrong. 
Setelah sampai di depan penjual bakso Sidumulyo, ada beberapa 
orang yang duduk-duduk yaitu diantaranya MUH. RIFQI AGUSNI, 
MUH. ISDAR alias FANI dan MUH. SIDIK alias SIDIK, pada saat itulah 
anak DIKI langsung melepaskan anak panah ke arah MUH. RIFQI 
AGUSNI dan mengenai tepat di dada sebelah kanan dan pada saat itu 
juga terdakwa juga melepaskan anak panahnya dan mengenai pada 
bagian lengan sebelah kanan MUH. ISDAR alias FANI, lalu DAENG 
ROLA yang bertugas membawa motor langsung menancap gas 
motornya dan meninggalkan tempat tersebut. 
Akibat perbuatan terdakwa maka korban MUH. ISDAR alias FANI, 
mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Reperturm 
Nomor : Mt-/XI/2015/ Forensik, tanggal 07 November 2015 yang 
ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN, M, Sp.F adalah Dokter Spesialis 
Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan 
kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
Tampak 1 (satu) luka tusuk pada lengan atas kanan berukuran 0,6 cm 
x 0,4 cm, kesimpulan : 
a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan 
berusia Anak. 
b. Perlukaan yang ditemukan : luka tusuk pada lengan kanan 
akibat persentuhan tajam (dapat sesuai akibat busur). 
c. Korban telah mendapat pengobatan dan rawat luka. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan 
adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. 
Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat 
surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik 
untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam 
perkara Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016.PN.Mks ini, Jaksa Penuntut 
 
 
Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi 
dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang dilakukan oleh terdakwa anak NUR FAISAL alias FAISAL 
Bin ARIF DAENG TALLI yang dibacakan di persidangan dihadapan 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut: 
KESATU: 
PRIMAIR: 
Bahwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI, secara bersama-sama dengan MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI dan MUHAMMAD IKRAM MURDANI alias DAENG ROLA (yang 
diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 
November 2015, bertempat di Jalan Permandian Alam Barombong 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan penjual bakso 
Sidomulyo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dilarang 
menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan 
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak MUH. RIFQI 
AGUSNI yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh anak dengan 
cara sebagai berikut : 
- Bahwa bermula ketika anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI hendak membeli makanan, namun sebelum sampai 
di penjual makanan anak bertemu dengan anak MUHAMMAD DIKI 
BASIR alias DIKI dan kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR 
alias DIKI mengajak Anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI mengikuti ajakan tersebut, dan melaju menuju ke 
sekitar penjual bakso Sidomulyo;  
- Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut kedua anak melihat 
MUH. FIQRI AGUSNI sementara duduk dan anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI mengatakan “KALAU LEWATKA DISITU 
SERINGKA NALIAT-LIAT ITU YANG DUDUK TADI, NAMANYA 
FIQRI, IYO MENDING KITA BUSURMI SAJA ADAJI BUSURKU 
KARENA BENCIKU ITU YANG DUDUK, JELEK SAYA LIHAT”; 
- Bahwa setelah itu kedua anak meninggalkan tempat tersebut dan 
membawa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI ketempat yang tidak jauh dari tempat penjual makanan yang 
sebelumnya lalu kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI pergi menemui MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG 
ROLA untuk meminta bantuan dan setelah MUHAMMAD IKRAM 
 
 
MARDANI alias DAENG ROLA menyetujui maka anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berangkat dan berboncengan 
dengan MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
namun tepat di gerbang masuk Pantai Wisata Barombong anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI berhenti dan menyuruh 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
menunggunya; 
- Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI lalu 
menjemput anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI dan setelah itu kembali menjemput MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA yang sebelumnya menunggu di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong selanjutnya dengan 
mengendarai sepeda motor merek Satria FU yang dikemudikan 
oleh MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA, dengan 
berboncengan tiga maka ketiganya menuju ke tempat dimana 
korban nongkrong;  
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud di depan penjual 
bakso Sidumulyo, ada beberapa orang yang duduk-duduk yaitu 
diantaranya MUH. RIFQI AGUSNI, MUH. ISDAR alias FANI dan 
MUH. SIDIK alias SIDIK dan pada saat itulah anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI langsung melepaskan anak panah ke arah 
MUH. RIFQI AGUSNI dan mengenai tepat di dada sebelah kanan 
dan pada saat itu juga anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI juga melepaskan anak panahnya dan mengenai 
pada bagian lengan sebelah kanan MUH. ISDAR alias FANI dan 
setelah itu MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
yang bertugas membawa motor langsung menancap gas motornya 
dan meninggalkan tempat tersebut; 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban MUH. RIFQI AGUSNI, 
meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et 
Reperturm Nomor : Mt-03/XI/2015 Forensik, tanggal 07 November 
2015 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN, M, Sp.F adalah 
Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki, dan 
berusia anak. 
b. Perkiraan waktu kematian kurang dari ± 3 (tiga) jam dari waktu 
periksaan. 
c. Penyebab kematian luka tusuk pada daerah dada kiri yang 
dapat sesuai akibat persentuhan tajam (busur tertancam) yang 
berisiko menyebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. 
 
 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 
(3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
 SUBSIDAIR: 
Bahwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI, secara bersama-sama dengan MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI dan MUHAMMAD IKRAM MURDANI alias DAENG ROLA (yang 
diajukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 06 
November 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lalu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Permandian alam 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan 
penjual bakso Sidomulyo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, 
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak yaitu MUH. RIFQI AGUSNI yang mengakibatkan 
luka, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:  
- Bahwa bermula ketika anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI hendak membeli makanan, namun sebelum sampai 
di penjual makanan anak bertemu dengan anak MUHAMMAD DIKI 
BASIR alias DIKI dan kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR 
alias DIKI mengajak anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI untuk jalan-jalan dan anak NUR FAISAL alias 
FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI mengikuti ajakan tersebut, dan 
melaju menuju ke sekitar penjual bakso Sidomulyo; 
- Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut kedua anak melihat 
MUH. FIQRI AGUSNI sementara duduk dan anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI mengatakan “KALAU LEWATKA DISITU 
SERINGKA NALIAT-LIAT ITU YANG DUDUK TADI, NAMANYA 
FIQRI, IYO MENDING KITA BUSURMI SAJA ADAJI BUSURKU 
KARENA BENCIKU ITU YANG DUDUK, JELEK SAYA LIHAT”; 
- Bahwa setelah itu kedua anak meninggalkan tempat tersebut dan 
membawa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI ketempat yang tidak jauh dari tempat penjual makanan yang 
sebelumnya lalu kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI pergi menemui MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG 
ROLA untuk meminta bantuan dan setelah MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA menyetujui maka anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berangkat dan berboncengan 
dengan MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
namun tepat di gerbang masuk Pantai Wisata Barombong anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berhenti dan menyuruh 
 
 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
menunggunya; 
- Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI lalu 
menjemput anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI dan setelah itu kembali menjemput MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA yang sebelumnya menunggu di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong selanjutnya dengan 
mengendarai sepeda motor merek Satria FU yang dikemudikan 
oleh MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA, dengan 
berboncengan tiga maka ketiganya menuju ke tempat dimana 
korban nongkrong; 
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud di depan penjual 
bakso Sidumulyo, ada beberapa orang yang duduk-duduk yaitu 
diantaranya MUH. RIFQI AGUSNI, MUH. ISDAR alias FANI dan 
MUH. SIDIK alias SIDIK dan pada saat itulah anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI langsung melepaskan anak panah ke arah 
MUH. RIFQI AGUSNI dan mengenai tepat di dada sebelah kanan 
dan pada saat itu juga anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI juga melepaskan anak panahnya dan mengenai 
pada bagian lengan sebelah kanan MUH. ISDAR alias FANI dan 
setelah itu MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
yang bertugas membawa motor langsung menancap gas motornya 
dan meninggalkan tempat tersebut; 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban MUH. ISDAR alias 
FANI, mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et 
Reperturm Nomor : Mt-/XI/2015/ Forensik, tanggal 07 November 
2015 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN, M, Sp.F adalah 
Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Tampak 1 (satu) luka tusuk pada lengan atas kanan berukuran 0,6 
cm x 0,4 cm, kesimpulan: 
a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan 
berusia Anak. 
b. Perlukaan yang ditemukan : luka tusuk pada lengan kanan 
akibat persentuhan tajam (dapat sesuai akibat busur). 
c. Korban telah mendapat pengobatan dan rawat luka. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 
(2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
 LEBIH SUBSIDAIR: 
 
 
Bahwa anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, secara 
bersama-sama dengan NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI dan MUHAMMAD IKRAM MURDANI alias DAENG ROLA (yang 
diajukan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Jumat tanggal 06 
November 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Permandian alam 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan 
penjual bakso Sidomulyo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, 
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak yaitu MUH. RIFQI AGUSNI yang mengakibatkan 
luka, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:  
- Bahwa bermula ketika Anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI 
bertemu dengan Anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI yang hendak membeli makanan, namun sebelum 
sampai di penjual makanan Anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI mengajak Anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI untuk jalan-jalan dan Anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin 
ARIF DAENG TALLI mengikuti ajakan tersebut, dan melaju menuju 
ke sekitar penjual bakso Sidomulyo; 
- Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut kedua anak melihat 
MUH. RIFQI AGUSNI sementara duduk dan anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI mengatakan “KALAU LEWATKA DISITU 
SERINGKA NALIAT-LIAT ITU YANG DUDUK TADI, NAMANYA 
FIQRI, IYO MENDING KITA BUSURMI SAJA ADAJI BUSURKU 
KARENA BENCIKU ITU YANG DUDUK, JELEK SAYA LIHAT”; 
- Bahwa setelah itu kedua anak meninggalkan tempat tersebut dan 
membawa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI ketempat yang tidak jauh dari tempat penjual makanan yang 
sebelumnya lalu kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI pergi menemui MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG 
ROLA untuk meminta bantuan dan setelah MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA menyetujui maka anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berangkat dan berboncengan 
dengan MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
namun tepat di gerbang masuk Pantai Wisata Barombong anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berhenti dan menyuruh 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
menunggunya; 
- Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI lalu 
menjemput anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI dan setelah itu kembali menjemput MUHAMMAD IKRAM 
 
 
MARDANI alias DAENG ROLA yang sebelumnya menunggu di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong selanjutnya dengan 
mengendarai sepeda motor merek Satria FU yang dikemudikan 
oleh MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA, dengan 
berboncengan tiga maka ketiganya menuju ke tempat dimana 
korban nongkrong; 
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud di depan penjual 
bakso Sidumulyo, ada beberapa orang yang duduk-duduk yaitu 
diantaranya MUH. RIFQI AGUSNI, MUH. ISDAR alias FANI dam 
MUH. SIDIK alias SIDIK dan pada saat itulah anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI langsung melepaskan anak panah ke arah 
MUH. RIFQI AGUSNI dan mengenai tepat di dada sebelah kanan 
dan pada saat itu juga anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI juga melepaskan anak panahnya dan mengenai 
pada bagian lengan sebelah kanan MUH. ISDAR alias FANI dan 
setelah itu MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
yang bertugas membawa motor langsung menancap gas motornya 
dan meninggalkan tempat tersebut; 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban MUH. ISDAR alias 
FANI, mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et 
Reperturm Nomor : Mt-/XI/2015/ Forensik, tanggal 07 November 
2015 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN, M, Sp.F adalah 
Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
Tampak 1 (satu) luka tusuk pada lengan atas kanan berukuran 0,6 
cm x 0,4 cm, kesimpulan: 
a. Telah diperiksa satu korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan 
berusia Anak. 
b. Perlukaan yang ditemukan : luka tusuk pada lengan kanan 
akibat persentuhan tajam (dapat sesuai akibat busur). 
c. Korban telah mendapat pengobatan dan rawat luka. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 
(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. 
 Atau : 
 KEDUA : 
Bahwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI, secara bersama-sama dengan MUHAMMAD DIKI BASIR alias 
DIKI dan MUHAMMAD IKRAM MURDANI alias DAENG ROLA (yang 
diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 
November 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada 
 
 
waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Permandian Alam 
Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan 
penjual bakso Sidomulyo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain yaitu MUH. RIFQI AGUSNI, serta 
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
- Bahwa bermula ketika anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI hendak membeli makanan, namun sebelum sampai 
di penjual makanan anak bertemu dengan anak MUHAMMAD DIKI 
BASIR alias DIKI dan kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR 
alias DIKI mengajak anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI untuk jalan-jalan dan anak NUR FAISAL alias 
FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI mengikuti ajakan tersebut, dan 
melaju menuju ke sekitar penjual bakso Sidomulyo;  
- Bahwa pada saat sampai ditempat tersebut kedua anak melihat 
MUH. FIQRI AGUSNI sementara duduk dan anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI mengatakan “KALAU LEWATKA DISITU 
SERINGKA NALIAT-LIAT ITU YANG DUDUK TADI, NAMANYA 
FIQRI, IYO MENDING KITA BUSURMI SAJA ADAJI BUSURKU 
KARENA BENCIKU ITU YANG DUDUK, JELEK SAYA LIHAT”; 
- Bahwa setelah itu kedua anak meninggalkan tempat tersebut dan 
membawa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI ketempat yang tidak jauh dari tempat penjual makanan yang 
sebelumnya lalu kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR Alias 
DIKI pergi menemui MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG 
ROLA untuk meminta bantuan dan setelah MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA menyetujui maka anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berangkat dan berboncengan 
dengan MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
namun tepat di gerbang masuk Pantai Wisata Barombong anak 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI, berhenti dan menyuruh 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
menunggunya; 
- Bahwa kemudian anak MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI lalu 
menjemput anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG 
TALLI dan setelah itu kembali menjemput MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA yang sebelumnya menunggu di 
gerbang masuk Pantai Wisata Barombong selanjutnya dengan 
mengendarai sepeda motor merek Satria FU yang dikemudikan 
oleh MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA, dengan 
 
 
berboncengan tiga maka ketiganya menuju ke tempat dimana 
korban nongkrong;  
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud di depan penjual 
bakso Sidumulyo, ada beberapa orang yang duduk-duduk yaitu 
diantaranya MUH. RIFQI AGUSNI, MUH. ISDAR alias FANI dan 
MUH. SIDIK alias SIDIK dan pada saat itulah anak MUHAMMAD 
DIKI BASIR alias DIKI langsung melepaskan anak panah ke arah 
MUH. RIFQI AGUSNI dan mengenai tepat di dada sebelah kanan 
dan pada saat itu juga anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI juga melepaskan anak panahnya dan mengenai 
pada bagian lengan sebelah kanan MUH. ISDAR alias FANI dan 
setelah itu MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA 
yang bertugas membawa motor langsung menancap gas motornya 
dan meninggalkan tempat tersebut; 
- Bahwa akibat perbuatan anak maka korban MUH. RIFQI AGUSNI, 
meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et 
Reperturm Nomor : Mt-03/XI/2015 Forensik, tanggal 07 November 
2015 yang ditandatangani oleh dr. MAULUDDIN, M, Sp.F adalah 
Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
a. Diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki, dan 
berusia anak. 
b. Perkiraan waktu kematian kurang dari ± 3 (tiga) jam dari waktu 
periksaan. 
c. Penyebab kematian luka tusuk pada daerah dada kiri yang 
dapat sesuai akibat persentuhan tajam (busur tertancam) yang 
berisiko menyebabkan pendarahan hebat pada rongga dada. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 
Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. 
 
Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-
unsurnya, maka dalam sidang pengadilan fokus pemeriksaan harus 
tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak 
terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak 
pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa 
hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut 
 
 
dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak 
disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
dilakukan oleh anak oleh terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL BIN 
ARIF DAENG TALLI, maka penuntut umum memohon kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini untuk memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan 
kekerasan terhadap seorang anak yang mengakibatkan luka 
berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti tersebut dalam 
dakwaan Kesatu Subsidair kami. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana 2 (Dua) 
Tahun dan 4 (Empat) Bulan penjara dipotong selama anak 
berada dalam tahanan. 
3. Menetapkan barang bukt berupa : 
1 (satu) anak panah / busur yang terbuat dari besi dan terdapat 
rambut-rambut dari tali rapiah warna merah muda. 
4. Menetapkan supaya terdakwa anak membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 7 Maret 
2016 oleh AA. KETUT A. WIRAHARJA, SH., MH. sebagai Hakim 
 
 
Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum 
pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 oleh Hakim Tunggal tersebut 
diatas, dibantu oleh YULIATI AZIS, SH., MH. sebagai Panitera 
Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dan dihadiri oleh Herawati, 
SH., MH. sebagai Penuntut Umum, terdakwa, orang tua dan 
Penasehat Hukumnya. Maka Pengadilan Negeri Makassar yang 
berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana 
sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin 
ARIF DAENG TALLI yang identitasnya tersebut diatas tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu 
Primair ; 
2. Membebaskan terdakwa anak oleh karena itu dari dakwaan 
kesatu Primair ; 
3. Menyatakan terdakwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin 
ARIF DAENG TALLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan 
terhadap seorang anak yang mengakibatkan luka berat” ; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) 
bulan di LPKA Maros  
5. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut 
akan dikurangkan sepenuhnya dengan tahanan yang telah 
dijalani terdakwa anak ; 
6. Memerintahkan terdakwa anak tetap dalam tahanan ; 
7. Menetapkan barang bukti berupa : 
1 (satu) anak panah / busur yang terbuat dari besi dan terdapat 
rambut-rambut dari tali rapiah warna merah muda. 
 
 
8. Menghukum pula terdakwa anak untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
5. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif 
seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara Nomor 37/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali 
secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para 
saksi, serta keterangan terdakwa anak, menurut ketentuan yang 
digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan 
barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh 
hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, 
berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum 
sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut: 
1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 November 2015, 
sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Permandian Alam 
Barombong Kota Makassar tepatnya didepan penjual bakso 
Sidomulyo telah terjadi peristiwa pembunuhan; 
2. Bahwa benar yang menjadi korban pembunuhan adalah MUH. 
ISDAR alias FANI yang mengenai bagian lengan sebelah 
kanannya; 
3. Bahwa benar pelaku pembunuhan adalah terdakwa anak NUR 
FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI;  
4. Bahwa benar pembunuhan yang dilakukan terdakwa anak dari 
atas sepeda motor yang dikemudikan oleh MUHAMMAD 
IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA  dengan membonceng 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI dan terdakwa anak; 
 
 
5. Bahwa benar akibat pembunuhan oleh terdakwa anak, anak 
Korban MUH. ISDAR alias FANI mengalami luka tusuk pada 
lengan kanan akibat persentuhan tajam dengan ukuran 0,6cm x 
0,4 cm sebagaimana Visum Et Repertum yang ada; 
6. Bahwa benar akibat pembunuhan terhadap Anak Korban, Anak 
Korban tidak mengalami rawat inap di Rumah Sakit 
Bhayangkara; 
7. Bahwa benar semua barang bukti dan surat bukti dalam perkara 
ini; 
8. Bahwa benar terdakwa anak tidak mengalami perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan alasan 
bahwa dia tidak berada di tempat kejadian perkara; 
9. Bahwa benar ketika perbuatan pidana dilakukan anak, ia 
sedang berboncengan motor dengan MUHAMMAD IKRAM 
MARDANI alias DAENG ROLA sebagai pengemudinya dan 
membonceng pula MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI yang 
juga melakukan pembusuran terhadap MUH. RIFQI AGUSNI; 
10. Bahwa benar Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas 
perkara Agro; 
Menimbang bahwa sesudah memperoleh fakta-fakta yuridis 
berdasarkan pengkajian atas berbagai alat-alat bukti yang terurai 
diatas maka berikutnya haruslah diteliti apakah terdakwa anak betul-
betul bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan 
oleh Jaksa Penuntut Umum ;  
Menimbang bahwa terdakwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum 
telah didakwa dengan dakwaan 
Kesatu :  
- Primair : Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
- Subsidair : Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
- Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
Atau 
Kedua : Perbuatan terdakwa anak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; 
 
 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun 
secara alternatif kombinasi, maka Hakim dengan susunan dakwaan 
yang demikian tetap dapat memilih secara langsung mana dakwaan 
yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hiki, yang terungkap 
dalam persidangan, namun juga harus tetap mempertimbangkan 
secara satu persatu dakwaan yang dikombinasikan; 
Menimbang bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang 
didakwakan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan 
kesatu Primair, dimana apabila dakwaan kesatu Primair telah terbukti, 
maka dakwaan selebih tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut 
ataupun sebaliknya; 
Menimbang bahwa dakwaan kesatu Primair : Pasal 80 Ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut : 
- Unsur “setiap orang” ; 
- Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak”; 
- Unsur “mengakibatkan mati”; 
Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 
unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kesatu Primair 
tersebut; 
Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan 
kesatu Primair tidak terbukti yaitu unsur yang mengakibatkan mati, 
maka terdakwa anak haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu 
Primair tersebut; 
Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu 
Primair tersebut, maka selanjutkan akan dipertimbangkan dakwaan 
kesatu Subsidair dari Penuntut Umum terhadap terdakwa anak; 
Menimbang bahwa dakwaan kesatu Subsidair : Pasal 80 ayat (2) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut : 
- Unsur “setiap orang” ; 
- Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak”; 
- Unsur “mengakibatkan luka berat’; 
Menimbang bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” telah terbukti, 
maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Subsidair telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa 
anak, sehingga dengan demikian terbukti pula bahwa benar terdakwa 
 
 
anak sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara kesatu 
Subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini; 
Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa anak telah 
melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu Subsidair 
tersebut, maka kepada terdakwa anak patutlah dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan kesalahannya; 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun 
secara alternatif yang dikombinasikan, dimana dengan telah 
terbuktinya dakwaan kesatu Subsidair, maka meniadakan perlunya 
untuk membuktikan atau memperhitungkan dakwaan yang selebihnya; 
Menimbang bahwa ini Casu tidak dijumpai adanya alasan pemaaf 
atau alasan pembenar pada diri terdakwa anak, sehingga atas 
kesalahannya itu kepada terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana 
dengan berpedoman kepada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang 
Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
Menimbang bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan terlebih 
dahulu perlu dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan dari terdakwa anak; 
Hal-hal yang memberatkan: 
1) Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa anak dapat meresahkan 
masyarakat; 
2) Bahwa perbuatan terdakwa anak mengakibatkan luka orang; 
3) Bahwa terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya; 
4) Bahwa terdakwa anak berbelit-belit di persidangan. 
Hal-hal yang meringankan: 
1) Bahwa terdakwa anak sopan selama persidangan; 
2) Bahwa terdakwa anak masih sekolah dan masih mempunyai 
kesempatan memperbaiki diri; 
3) Bahwa terdakwa anak belum pernah dihukum. 
 
6. Putusan  Hakim 
Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 80 ayat 
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, maka Hakim selanjutnya berkesimpulan 
 
 
bahwa terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang 
didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh 
Penuntut Umum. 
7. Analisis Penulis 
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung 
pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah 
satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di 
dunia nyata.  
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada 
hakekatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat 
dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa dari suatu tindak 
pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum.  
Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang 
dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa 
hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam 
persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang 
disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya. 
 
 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, dalam hal 
ini terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI 
terhadap korban MUH. ISDAR alias FANI. Dalam kasus ini, surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat 
formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) 
KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh 
penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat 
dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap 
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu 
dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan 
membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang 
dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat 
disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil 
maupun hukum pidana materiil dan syarat dapat dipidananya seorang 
terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, 
dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saling 
bersesuaian. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan terdakwa terdapat dalam 
 
 
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Mengenai penerapan pidana materiil dalam tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, penulis 
melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
selaku Hakim Tunggal yang menangani perkara dengan nomor 
Putusan 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks, yaitu AA. Ketut A. Wiraharja, 
SH., MH. pada tanggal 14 Desember 2016. Beliau menjelaskan 
bahwa: 
Penerapan pasal dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang dilakukan oleh anak menggunakan Pasal 80 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak tersebut dikarenakan terdakwa dalam perkara 
ini masih dibawah umur serta perbuatan ini telah memenuhi 
kualifikasi perbuatan yang harus dipandang sebagai tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Dalam 
kasus ini, korban mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum 
Et Repertum. Setelah Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan, 
Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta 
dipersidangan serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-
saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat berupa Visum Et 
Repertum, perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dakwaan 
alternatif kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim 
menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari 
 
 
apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya 
dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana 
seperti apa yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat 
dakwaannya. Upaya pembuktian didasarkan pada ketentuan Pasal 
184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan 
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinannya bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, fakta-fakta yang terungkap 
di persidangan dan sesuai dengan posisi kasus disertai dengan alat 
bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
alat bukti surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-petunjuk yang 
didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya 
saling dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi. Adapun unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah:  
1) Setiap orang 
2) Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap 
anak 
3) Mengakibatkan luka berat 
 
Penjelasan unsur-unsur tersebut diatas ialah: 
1) Unsur “setiap orang” 
 
 
Yang dimaksud dengan perkataan “setiap orang” adalah sama 
maknanya dengan perkataan “barangsiapa” yang berarti menunjuk 
pada unsur subjektif, yang dimaksud oleh pembuat Undang-
Undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukan. 
Yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah 
terdakwa anak NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI 
yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaannya Nomor 
Reg. Perk : PPM-20/R.4.10/Enh.2/02/2016 tentang II Perkara 2016 
yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa anaka dan para saksi. 
Terdakwa anak dalam melakukan perbuatannya sadar dan 
dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun 
jasmani. Dalam persidangan, terdakwa anak juga dapat mengikuti 
jalannya persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan yang 
diajukan kepadanya dapat dijawab dengan baik pula, dengan 
demikian terdakwa anak memiliki kemampuan bertanggungjawab 
dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatan yang dilakukannya. 
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan 
unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. 
 
 
2) Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak” 
 
Unsur yang kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, 
dimana dengan telah terbuktinya salah satu unsur maka unsur 
yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. 
Pengertian kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang 
ini mempunyai pengertian yaitu perlakuan yang kejam; misalnya 
tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak 
menaruh belas kasihan kepada anak seperti perbuatan melukai 
dan/atau menciderai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga 
mental dan sosial. 
Kekerasan yang dimaksud tersebut menyebabkan perasaan 
tidak enak (penderitaan), rasa takut atau luka, perbuatan ini harus 
dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut 
atau melewati batas yang diijinkan namun tidak mengisyaratkan 
atas luka yang timbul apakah termasuk luka ringan atau luka berat. 
Pengertian turut serta melakukan dapat terjadi jika ada dua 
orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu 
perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-
masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai, dalam hal ini ada 
orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan 
secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. 
 
 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. 
Mengacu kepada pengertian-pengertian diatas, apabila 
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas 
maka dipertimbangkan hal sebagai berikut: 
Pelaku pembusuran dalam perkara ini adalah terdakwa anak 
NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI dimana saat 
pembusuran dilakukan ia sedang berboncengan dengan 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA sebagai 
pengendara motornya dan juga membonceng MUHAMMAD DIKI 
BASIR alias DIKI yang juga melakukan pembusuran terhadap 
korban yang lain. Akibat pembusuran yang dilakukan oleh 
terdakwa anak terhadap korban yang bernama MUH. ISDAR alias 
FANI, korban mengalami luka tusuk pada lengan atas kanan 
berukuran 0,6 cm x 0,4 cm. Sebagaimana Visum Et Repertum 
Nomor : MT -03/XI/2015/Forensik tanggal 7 November 2015 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin, M, Sp. F dokter pada 
Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dan korban diketahui masih 
berusia anak yaitu 15 tahun. Sedangkan akibat dari perbuatan 
 
 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI korban MUH. RIFQI AGUSNI 
meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Mt-
03/XI/2015/Forensik tanggal 7 November 2015 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Mauluddin,M,Sp.F dokter pada Rumah 
Sakit Bhayangkara Makassar. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka  
unsur “dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak-
anak” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa anak. 
3) Unsur “mengakibatkan luka berat” 
Dengan mengacu kepada pengertian kekerasan yang ada 
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana perbuatan 
kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit atau luka, perbuatan mana harus 
dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut 
atau melewati batas yang diijinkan, namun tidak mengisyaratkan 
atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka 
berat. 
Dengan makna kekerasan termaksud, kemudian apabila 
dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan, bahwa sewaktu pembusuran yang dilakukan oleh 
 
 
terdakwa anak terhadap anak korban MUH. ISDAR alias FANI, 
dilakukan dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh 
MUHAMMAD IKRAM MARDANI alias DAENG ROLA dengan cara 
motor dijalankan secara perlahan-lahan dengan membonceng 
MUHAMMAD DIKI BASIR alias DIKI dan terdakwa anak, dan 
setelah terdakwa anak membusur anak korban MUH. ISDAR alias 
FANI, kemudian sepeda motor dijalankan dengan kencang untuk 
melarikan diri dari kejaran masyarakat yang melihat kejadian. 
Akibat perbuatan terdakwa anak yang telah melakukan 
pembusuran terhadap anak korban MUH. ISDAR alias FANI, 
ternyata anak korban mengalami luka tusuk sebagaimana diuraikan 
dalam Visum Et Repertum Nomor : Mt-03/XI/2015/Forensik, 
tanggal 7 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Mauluddin, M, Sp. F dokter pad Rumah Sakit Bhayangkara 
Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tampak 1 
(satu) luka pada lengan atas kanan dengan ukuran 0,6 cm x 0,4 cm 
dengan kesimpulan: 
- Telah diperiksa satu korban hidup, berjenis kelamin laki-laki dan 
berusia masih anak; 
- Perlukaan yang ditemukan : luka tusuk pada lengan kanan 
akibat persentuhan tajam (dapat sesuai akibat busur); 
- Korban telah mendapat pengobatan dan rawat luka; 
 
 
- Bahwa mengenai luka yang dialami anak korban yang 
dilakukan oleh terdakwa anak, ketika pemeriksaan 
dipersidangan terhadap anak korban tersebut, dimana dengan 
sangat jelas masih nampak bahwa luka yang dialami oleh anak 
korban tersebut telah menimbulkan bekas luka yang akan tidak 
bisa kembali sembuh secara sempurna seperti semula. 
Yangmana kualifikasi luka yang dimaksud sebagai luka berat 
yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP adalah: 56 
1) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi 
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. 
2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau 
pekerjaan. 
3) Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. 
4) Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya, 
“verminking”, cacad sehingga “jelek” rupanya, karena ada 
sesuatu anggota badan yang putus. 
5) Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan 
anggota badannya. 
6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, 
kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semuanya 
itu harus lebih dari empat minggu. 
7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu. 
Berdasarkan Pasal 90 KUHP diatas, maka akibat perbuatan 
pembusuran terdakwa anak terhadap anak korban yang 
mengakibatkan suatu bekas luka yang akan tidak bisa kembali 
sembuh secara sempurna seperti semula, telah memenuhi unsur 
“mengakibatkan luka berat”  tersebut. 
                                                          
56 R.Susilo, Loc.cit., hlm. 98-99. 
 
 
Oleh karena terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan 
pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka penulis berpendapat 
bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim dalam perkara tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan 
Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, yakni Pasal 80 ayat (2) 
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 
tersebut.  
Setelah mempertimbangkan setiap unsur dalam dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, maka dalam upaya membuat putusan serta 
menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan 
yuridis yang bukan saja terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
melainkan juga memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun 
pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat 
melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak 
pidana yang dilakukan terdakwa.  
Putusan Hakim merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan 
 
 
pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan 
mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti sah serta 
menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak 
bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber 
hukum. Putusan Hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua 
pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan, Hakim 
harus memperhatikan aspek keadilan dari: 
a. Sisi pelaku kejahatan 
b. Sisi korban kejahatan (dampak bagi korban) 
c. Sisi kepentingan masyarakat pada umumnya 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis 
melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Makassar 
yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Tunggal AA. Ketut A. 
Wiraharja, SH., MH. pada tanggal 14 Desember 2016 untuk 
mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim 
dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Beliau 
memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis 
angkat dan menyatakan bahwa: 
Dalam memutus suatu perkara, seorang Hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan 
terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan 
sebagainya. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan 
 
 
kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga dapat memperoleh 
suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. 
Dalam Putusan, Hakim memutuskan bahwa terdakwa anak NUR 
FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI bersalah dan terbukti 
melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat terhadap korban MUH. ISDAR alias FANI. 
Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan terhadap 
anak yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi disertai dengan 
pertimbangan Hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, 
maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan 
tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana 
kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan sudah 
tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi 
pidana yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun dan 4 (empat) 
bulan penjara. Hakim Pengadilan Negeri Makasar, AA. Kerut A. 
Wiraharja, SH., MH., menjelaskan bahwa: 
Hakim menilai bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat, 
mengingat maksimum hukuman bagi anak pelaku tindak pidana 
adalah seperdua dari maksimum hukuman bagi orang dewasa. Jika 
kita melihat dalam perkara ini, hukuman yang dijatuhkan bagi 
 
 
terdakwa pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan 
luka berat pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijatuhi 
pidana penjara paling lama 5 tahun, maka jika pelaku tindak pidana 
ini adalah Anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat 
dijatuhkan bagi pelaku anak tersebut maksimal 2 (dua) tahun dan 6 
(enam) bulan. Penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 4 
(empat) bulan dinilai sudah mendekati maksimal dan hampir 
seperdua dari hukuman maksimum tersebut. 
Berdasarkan analisa penulis serta hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang berkompeten dengan perkara ini, maka penulis 
berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa sudah tepat mengingat hal-hal yang 
meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena 
terdakwa anak sopan selama persidangan, anak juga masih sekolah 
dan masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri, serta anak 
belum pernah dihukum. Juga mengingat hal-hal yang memberatkan, 
bahwa sifat dari perbuatan terdakwa anak dapat meresahkan 
masyarakat, perbuatan terdakwa anak mengakibatkan luka orang, dan 
terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, terdakwa anak juga 
berbelit-belit di persidangan. Sehingga putusan yang akan dijatuhkan 
dapat mencapai rasa keadilan. 
Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak ini, penulis rasa 
sudah mencerminkan keadilan kepada semua pihak. Hakim 
 
 
memutuskan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja, 
melainkan juga pertimbangan non-yuridisnya yang mengarah pada 
latar belakang terjadinya tindak pidana, kondisi terdakwa pada saat 
melakukan tindak pidana, dan akibat dari perbuatan terdakwa. Hakim 
dituntut untuk memiliki keyakinan dengan dikaitkan pada alat-alat bukti 
yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan 
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai 
sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan 
terhadap terdakwa dapat didasari oleh tanggungjawab, keadilan, dan 
kebijaksanaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan tidak diatur 
dalam satu bab khusus dalam KUHP, namun terpisah-pisah dalam 
beberapa bab. Kualfikasi kekerasan dalam kasus yang Penulis bahas 
tergolong dalam kejahatan penganiayaan yang diatur dalam BAB XX 
Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Jika korban 
dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka diterapkanlah 
asas lex specialis derogat legi generali yang menyatakan bahwa 
hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum 
yang bersifat umum (lex generalis), yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 
76C. Ancaman pidana dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP dan 
Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, 
sedangkan ancaman pidana jika pelakunya masih dalam kategori usia 
 
 
anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak.  
2. Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang menngakibatkan luka berat 
yang menyatakan terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF 
DAENG TALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang 
mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal  tersebut sesuai dengan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta 
dalam persidangan, juga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian 
dengan hasil Visum Et Repertum. Serta terdakwa dianggap sehat 
jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu 
memeprtanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat juga 
sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR 
FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI dengan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Hakim telah 
 
 
mempertimbangkan baik dari segi yuridis, fakta-fakta dalam 
persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, serta 
berdasarkan keyakinan Hakim.  
 
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak 
pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, maka 
diharapkan bahwa setiap penegak hukum mampu untuk 
menegakkan dan menerapkan setiap ketentuan-ketentuan yang 
ada didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait 
sesuai dengan kualifikasi atau jenis tindak pidana kekerasan yang 
dilakukan.  
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kekerasan yang 
mengakibatkan luka berat dalam hal ini anak sebagai pelaku dan 
juga sebagai korban, Hakim harus mampu bukan saja memberikan 
efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi kembali 
perbuatannya, tetapi juga bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum 
demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Peran serta 
masyarakat baik sebagai orang tua, guru, maupun pemimpin 
 
 
masyarakat juga sangatlah diperlukan untuk membina dan 
mendidik anak.  
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